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Tinjauan Kriminologis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak
di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang
Oleh : Fauziah Aznur, SH

ABSRTAK

Dalam suasana.. kemajuan tekhnologi_seperti sekarang ini anak
semakin dominan melakukan Pelanggaran-lalu lintas seperti-mengendarai sepeda
motor dan tidak memakai kelengkapan berkendaraan, anak yang belum berusia 17
tahun belum di perbolehkan mengendarai kendaraan bermotor menurut Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2009 tentan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan,
dalam hal ini penulis mengangkat rumusan /masalah mengenai 1) apa yang
menjadi faktor anak melakukan pelanggaran lalu lintas. diwilayah hukum Polsek
Tamban? 2) bagaimana pencegahan pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh
anak di wilayah hukum Polsek Tambang?

Jenis  penelitian ini adalah penelitian hukum Deskriptif analisis.
Penelitian ~ ini" bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Sektor
Tambang, Serta untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan
terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh. Anak diwilayah Hukum
Kepolisian Sektor Tambang.

Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak
terlepas dari faktor-faktor pendoerong .atau motifasi sehingga seorang anak
melakukan kenakalan / pelanggaran. Adapun Faktor yang mempengaruhi anak
melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu diwilayah Hukum Kepolisian Sektor
Tambang yaitu 1) faktor ‘Integensia (pengetabuan) anak, dalam hal ini yaitu
pengaruh usia dan pengetahuan kecerdasan-anak, 2) Faktor-dari orang tua anak
itu sendiri : hampir semua orang tua anak dalam penelitian-penulis memfasilitas
dan memberi izin kepada anak sebagai pengendara sepeda motor, 3) Faktor
Pendidikan dan Sekolah : tidak adanya teguran serta memberi pengetahuan dari
sekolah kepada anak untuk tidak melakukan pelanggaran dalam hal ini
mengendarai sepeda motor ke sekolah, 4) faktor lingkungan pergaulan anak :
dalam ruang lingkup anak di tempat tinggal serta sekolah anak yang melakukan
penlanggaran lalu litas sudah- menjadi.kebiasaan. Karena anak dianggap belum
memahami resiko dari pelanggaran-yang berujung kecelakaan lalu lintas seperti
luka berat atau meninggal dunia, maka Unit Lantas Kepolisian Polsek Tambang
melakukan Upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas pada penelitian ini yaitu: 1)
pencegahan menggunakan upaya Preventive berupa sosialisasi/penyuluhan hukum
kepasa masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak dalam kesehariannya
menggendarai sepeda motor dan sosialisasi/penyuluhan ke sekolah-sekolah 2)
pencegahan menggunakan upaya represive yaitu penindakan setelah terjadinya
pelanggaran (tilang) dengan tujuan agar anak memiliki efek jera dan tidak
mengulangi pelanggaran lalu lintas dikemudian harinya.

Kata Kunci: Kriminologis dan Pencegahan-Pelanggaran Lalu Lintas-Anak



ABSTRACT

Criminological Review of Traffic Violations Committed by Children in the Mining
Sector Police Legal Area. In an atmosphere of technological progress like today,
children are increasingly dominant in committing traffic violations such as riding
motorbikes and not wearing driving equipment, children who are not yet 17 years
old are not allowed to drive metorized vehiclessaccording te.Law No. 22 of 2009
concerning traffic and transportation violations. the way, iIn this.case the author
raises the formulation of the problem regarding 1) what are the factors that cause
children to commit violations? 2) how to prevent traffic violations committed by
children? This type of research, isilegal research descriptive analysis. This study
aims to determine the factorsthat cause traffic violations committed by children
in the Mining Sector Cegal Area, as well as to.determine the"prevention and
control efforts of traffic violations committed by children in the Mining Sector
Police Legal Area. The causes of traffic violations committed by children cannot
be separated from the driving or motivational factors so that a child commits a
delinquency / violation. The factors that influence children to commit traffic
violations are in the Mining Sector Police Legal area, namely 1) the child's
intelligence (knowledge) factor: in this case the influence of the child's age and
intelligence knowledge, 2) the child's own parental factor: almost all of the child's
parents in the" research the author facilitates “and gives permission to
motorcyclists, 3) Education and.School factorsi there 1S no warning and gives
knowledge ta children not to commit violations in this case riding a motorcycle to
school, 4) children's social environment factors: indoors The scope of children in
their homes and schools who commit traffic ,violations has become a habit.
Because children‘are considerédnot, te junderstand.the risk efwiolations that lead
to traffic accidents such as serious injuries or death, the Mining Police Traffic
Unit makes efforts to prevent traffic violations in this study, namely: 1) prevention
using preventive efforts in the form of socialization / legal counseling to the
community especially parents who have children who_ride motorbikes in their
daily lives and socialize/counsel to schools 2) prevent«using repressive measures,
namely taking action after aviolation (ticketing) with the aim that children have a
deterrent effect from repeating traffic violations inthe future.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

sosiologisnya yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual
dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki
makna dari sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan

dan subsistem sosial kemasyarakatan universal. Pengertian anak dalam

! Koesparnomo Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009,
hal.63.



kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan
sistem hukum sebagai subjek hukum.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena merupakan
potensi nasib-manusia harismendatang, dialah yang ikut.berperan menentukan
sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.?

Dengan demikian' . pembentukan  undang-undang tentang
perlindungan anak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa
perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam
memajukan dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara.®

Semenjak dilahirkan di dunia manusia telah._mempunyai hasrat
untuk hidup secara teratur. Hasrat tersebut selalu berkembang di dalam
pergaulan ‘hidupnya. NNamun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang,
belum tentu dianggap teratur juga oleh orang lain. Oleh karena itu, maka
manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya,
memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan
sebagai akibat dari pendapat yang.berbeda-beda mengenai keteraturan
tersebut. Patokan-patokan tersebut tidak lain merupakan pedoman untuk
berprilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan

menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.*

hal.5.

? Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013,

*Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.79.
* Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja

Grafindo, Jakarta, 2000, hal.1.
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Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk diperlukan suatu
sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai bentuk norma yang berlaku dalam

masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama

terlalu ls reka un 3 ak, dan melakukan

latihan. Saa i nusia sangat it dirnya inovasi

menjadi h terbatas /@3 ate enye eski membawa

berbagai manfa 3 a_membawa hasil yang

memiliki kepentingan yang vital. Hal ini tidak hanya penting bagi
perkembangan inovasi saja, tetapi sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.
Dalam masa rekonstruksi ini, seseorang dapat membayangkan sebuah
keberadaan tanpa lalu lintas. Ada banyak hal yang menguntungkan Kkita

dengan pengungkapan berbagai metode lalu lintas.

3-4.

® Topo Susanto dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal.



Berkaitan dengan pengguna jalan, kendaraan bermotor merupakan
salah satu sarana transportasi darat yang penting bagi masyarakat. Dengan
demikian tidak heran jika kesibukan-kesibukan dijalan-jalan raya terjadi
setiap harinya sehingga dalam keramaian-diperlukan adanya ketertiban lalu
lintas agar semua tujuan yang diperuntukkan bagi jalan raya dapat tercapai.
Karena mengingat pentingnya ‘transportasi. khususnya jalan raya sebagai
perhubungan transportasi darat perlu dilakukannya penataan kesatuan sistem
yang dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur
yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya,
serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga
tercipta ketertiban berlalu lintas yang total, berdayaguna dan berhasil guna.®

Secara sederhana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di
definisikan™ sebagai, satu_kesatuan sistem, yang terdiri atas Lalu Lintas,
Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
pengelolaannya.”

Pelanggaran adalah perbuatan-(perkara) melanggar tindak pidana
yang lebih ringan dari pada kejahatan.® Pelanggaran dalam pengertian yang
lain dapat di artikan sebagai suatu perbutan yang melanggar sesuatu

danberhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan

® “penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan” Visi Media, Jakarta, 2009, hal.28.

98.

" Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8 W. J. Poerwagamminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.
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melawan hukum.? Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan
tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga

dapat dihukum vyaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam

dilakukan oleh anak d

suatu kecelakaan lalu lintas. Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali
menimbulkan  banyaknya problema dalam masyarakat, banyaknya

pelanggaran-pelanggaranyang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-

° Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33.

10| amintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
halaman 210.

bid., hal.17.
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hari, sehingga hal ini dapat menganggu ketertiban dalam masyarakat,
khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Keunikan saat ini yang muncul di sekitar daerah setempat. Di mana

gan mekanis dengan

!I““‘ .a nya untuk

mekanis karena perasaan tidak stabil, tidak adanya pengembangan penalaran
sehingga mereka tidak dapat menentukan pilihan dengan cepat, kesadaran
yang rendah akan harapan tertentu dan kurangnya pemahaman tentang arti
pentingnya. keamanan lalu lintas.

Tidak jarang kita mengalami tindak pidana ringan yang dilakukan

oleh anak-anak muda, misalnya anak-anak yang mengemudikan kendaraan



bermotor, keduanya tawar menawar tidak memiliki Surat 1zin Mengemudi
(SIM), tidak memakai tutup pelindung Standar Nasional Indonesia (SNI),
tidak patuh dengan rambu lalu lintas/alat penanda lalu lintas. apalagi tindak
pidana ringan lainnya. Penggunaan_tutup SNI iniv.dimaksudkan untuk
memastikan bagian atas pengendara kapal penjelajah agar terhindar dari
cedera kepala, baik luka ringan maupun luka asli jika terjadi kecelakaan. Hal
inilah yang harus dirasakan oleh para pengendara sepeda motor untuk mulai
memahami pentingnya penggunaan pelindung kepala ber-SNI sebagai
komponen. kesejahteraan individu. Tidak mematuhi rambu lalu lintas dan
juga gadget penanda lalu lintas juga merupakan pelanggaran lalu lintas
kriminal yang banyak terjadi yang dapat kita lthat dari rutinitas rutin Kita.
Rambu lalu lintas adalah bagian dari perangkat jalan seperti gambar, huruf,
angka, kalimat dan tambahan campuran kapasitas itu-sebagai peringatan,
larangan, perintah atau pedoman untuk pengguna jalan. Sementara itu, alat
penanda lalu lintas adalah alat elektronik yang memanfaatkan sinyal lampu
yang dapat dilengkapi dengan tanda suara untuk mengarahkan lalu lintas
individu atau kendaraan potensial'di titik persimpangan atau di jalan. Rambu
lalu lintas dan gadget penanda lalu lintas sangat penting dalam mengemudi
karena ketika kita tidak tunduk pada rambu lalu lintas dan gadget penanda
lalu lintas yang ada, itu dapat menyebabkan kecelakaan mobil.

Tidak jarang kita mengalami tindak pidana ringan yang dilakukan
oleh anak-anak muda, misalnya anak-anak yang mengemudikan kendaraan

bermotor, keduanya tawar menawar tidak memiliki Surat 1zin Mengemudi



(SIM), tidak memakai tutup pelindung Standar Nasional Indonesia (SNI),
tidak patuh dengan rambu lalu lintas/alat penanda lalu lintas. apalagi tindak
pidana ringan lainnya. Penggunaan tutup SNI ini dimaksudkan untuk
memastikan_lbagian atas-pengendara_kapal penjelajah. agar terhindar dari
cedera kepala, baik luka ringan maupun luka asli jika terjadi kecelakaan. Hal
inilah yang harus dirasakan-oleh para:pengendara sepeda motor untuk mulai
memahami pentingnya penggunaan pelindung  kepala ber-SNI sebagai
komponen kesejahteraan individu. Tidak mematuhi rambu lalu lintas dan
juga gadget penanda lalu lintas juga merupakan pelanggaran lalu lintas
kriminal yang banyak terjadi yang dapat Kita lihat dari rutinitas rutin kita.
Rambu lalu lintas adalah bagian dari perangkat jalan seperti gambar, huruf,
angka, kalimat dan tambahan campuran kapasitas itu sebagai peringatan,
larangan, perintah atau~pedoman untuk pengguna jalan:“Sementara itu, alat
penanda lalu lintas adalah alat elektronik yang memanfaatkan sinyal lampu
yang dapat dilengkapi dengan tanda suara untuk mengarahkan lalu lintas
individu atau kendaraan potensial di titik persimpangan atau di jalan. Rambu
lalu lintas dan gadget penanda lalu lintas sangat penting dalam mengemudi
karena ketika kita tidak tunduk pada rambu lalu lintas dan gadget penanda
lalu lintas yang ada, itu dapat menyebabkan kecelakaan mobil.

Hal seperti ini seharusnya dihindari. Karena rasa ingin tahu yang
besar yang mereka miliki, mereka ingin mencoba sesuatu yang baru. Selain
itu mereka merasa bangga jika mampu melakukan hal yang lebih ekstrim

ataupun hebat dibandingkan dengan teman—temannya atau apapun itu asalkan
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tidak menurunkan gengsi mereka, tapi hal itu justru yang membahayakan diri
mereka dan orang lain.

Penjelasan tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa

ﬁ'ﬁ‘ aian tersebut

lainnya, baik

daerah perkotaan

AL L EY

tAnan

bermotor pribadi sebagai transportasi kesekolah, untuk bermain bahkan
melakukan Standing motor di jalan raya dan rata-rata mereka tidak memiliki
surat izin mengemudi dan tidak memakai helem SNI sebagai mana diatur
dalam undang-undang lalu lintas.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1
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angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang
yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki

surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur

imtg\ e ]

T
»
g
%
T
’
J

Berdasarkan tabel di atas jumlah angka pelanggaran yang
dilakukan oleh anak di tahun 2020 dan tahun 2021 meningkat. Disamping
data tersebut, faktanya di kampung/perdesaan dan di jalan raya masih banyak
anak yang menggunakan kendaraan bermotor dalam melakukan aktivitas

sehri-hari.

2" Undang-Undang Republik Indonesia, No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas
danAngkutan Jalan.
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Pedoman hukum anak di negara kita sampai saat ini tersebar dalam
berbagai derajat pemberlakuan. Misalnya, ada yang diatur sebagai undang-

undang, staatsblaad, tahbisan, undang-undang tidak resmi, atau pedoman

membutuhkan ra al in | _ : dan kemajuan fisik,

mental,

B. Masalah Pokok
1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya Pelanggaran Lalu
Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor

Tambang?

'3 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.2.

11
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2. Bagaimanakah Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh

anak di wilayah hukum kepolisian Sektor Tambang?

C. Tujuan Penelitian-dan Kegunaan Penelitian

sederhana bagi mahasiswa/i Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait,
khususnya kepolisian serta masyarakat dalam mencegah Pelanggaran

Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak.

12
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D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

W. A. Bonger dosen Universitas Amsterdam mengemukakan

pnsepnya yang

adap kejahatan

inologi secara

ar norma (hukum

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;

2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non
penal;

3. Perilaku yang dideskriminalisasi;

4. Populasi pelaku yang ditahan;

5. Tindakan yang melanggar norma;

13
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6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.**

Berdasarkan teori kriminologis perspektif sosiologis, bahwa pada

teori ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di

Hipotesis ini melihat perbuatan salah sebagai sekumpulan kualitas
yang luar biasa bagi kelas bawah. Tiga spekulasi mendasar dari
hipotesis kelainan sosial adalah sebagai berikut:

A. Hipotesis komplikasi sosial, yang berpusat pada kemajuan daerah

dengan tingkat horor yang diidentifikasi dengan runtuhnya kualitas

4" Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika,
Yogyakarta, him 78-79.

14
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biasa yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, migrasi yang
meluas, dan urbanisasi.

B. Hipotesis afiliasi diferensial, bahwa individu mengetahui

ARAEN

‘@\ﬁ\\\\

Melihat tingkat kesungguhan yang signifikan dari perbuatan yang
salah, secara langsung atau dengan implikasi memberdayakan kemajuan
bereaksi terhadap kesalahan dan pelaku kesalahan, yang pada dasarnya
diidentifikasi dengan titik dan sasaran upaya untuk mencegah dan
mengalahkan pelanggaran tersebut. Respon masyarakat terhadap

pelanggaran, sebagai salah satu bagian dari penyelidikan ilmu kriminal,

15
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dapat diakui secara resmi sebagai kerangka keadilan kriminal, namun
juga dapat diakui secara santai, antara lain, sebagai upaya berbasis

daerah untuk mencegah kesalahan. Kedua jenis respon tersebut, baik

rasa pidana
erkuasa dapat
asaan ini dapat
as demonstrasi

individu itu

blunder, maka mengandung pengertian bahwa suatu demonstrasi pidana
telah tidak terjadi, namun hanya peristiwa kriminal telah terjadi.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:*®

a) Subyek;

5 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, him. 211.

16
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b) Kesalahan;
c) Bersifat melawan hukum (dari tindakan);

d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-

gan_dan terhade nya diancam dengan

AR LN DU

an, merupakan

perbuatan salah benar-benar terjadi.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan serta
penanggulangan kejahatan merupakan bidang kebijakan kriminal.
Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas vyaitu

kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk

17
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kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan
masyarakat.

Menurut Gilling dan Hastings penanggulangan atau upaya-upaya

pagai pencegahan yang terlibat dalam
identifikasi awal pelanggar potensial dan berusaha dan berusaha ikut
campur tangan dalam kehidupan mereka sedemikian rupa sehingga
mereka tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Pencegahan
sekunder tidak hanya terbatas pada identifikasi pelaku potensial,
tetapijuga bisa meliputi identifikasi hot sport atau tempat potensial.

c. Pencegahan Kejahatan Tersier

18



Upaya pencegahan tersier merupakan upaya yang dapat didefenisikan

sebagai upaya atau strategi yang mencegah residivisme dengan cara

mengatasi

kebutuhan pelaku dan membantu mereka dengan

reintegrasi Sosial mereka. Pencegahan tersier berfokus kepada jenis

kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau

badan-badan resmi.pemerintah.

Analis

kejahatan

mengartikan

penjaga

sosial

sebagai

mengamankan wilayah lokal dan merupakan pekerjaan yang sah untuk

melindungi wilayah lokal dari kejengkelan kriminal, yang ditunjukkan

oleh penjahat rebuffing, atau disebut pengaturan reformasi.

Gambar : 1.1 Kerangka Berfikir

TINJAUAN KRIMINOLOGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN

SEKTOR TAMBANG

\/z

Pencegahan Primer:

a. Pencegahan

Kejahatan sebagai
kebijakan yang
mengatasi  faktor
resiko dalam
masyarakat;

\%
Pencegahan Sekunder:
a. ldentifikasi dini

kondisi kriminologi
b. Peran preventif
kepolisian
c. Pelaksanaan
pengawasan

Pencegahan Tersier:

a. Pencegahan  atas
Resedivis;

b. Pemberian Sanksi

Terwujudnya keamanan dan
ketertiban dalam masyarakat

19
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2. Teori Penegakan Hukum

Orang-orang dalam aktivitas publik pada dasarnya memiliki

perspektif khusus tentang apa yang hebat dan apa yang mengerikan.

khususnya penegakan hukum dengan bantuan perangkat keras negara.
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pelaksanaan hukum adalah
suatu usaha untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran tentang pemerataan,

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, cara yang paling umum untuk

20
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memahami pemikiran-pemikiran tersebut adalah substansi persyaratan
hukum.®

Sementara itu, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa persyaratan

apat terjadi dan

blik di wilayah

dilakukan oleh aparat pelaksana undang-undang dalam mengharapkan
dan mengatasi masalah dalam pengesahan undang-undang. Dengan
demikian, dalam mengelola persoalan-persoalan dalam pengesahan

hukum yang terjadi di ranah publik, sangat baik dapat dilakukan secara

8 1bid, him. 226.
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reformatif (hukum pidana) dan non korektif (tanpa menggunakan hukum
pidana).

Tanda tuntutan hukum sebenarnya terletak pada variabel-variabel

tersebut memiliki
negatifnya

2| ini adalah,

g-undangnnya.
jelas, kurang
pedoman dan dasar

masalah tindak

dalam menyelesaikan masalah tindak pidana Pelanggaran lalu lintas.
Artinya bila hukum tidak memiliki kepedulian serta kurang menguasai
dan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu
lintas, maka masalah penegak hukum tidak optimal terlaksana.

c. Faktor sarana atau fasilitas

7 1bid

22
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Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau

fasilitass tersebut antara lain mencakup tenaga manusia Yyang

at tidak lain

am masyarakat

hidup di dalam

sebagainya. Sebagai pandangan hidup di dalam masyarakat maka tidak
bersifat perorangan atau subjektif, akan tetapi merupakan resultant dari

kesadaran hukum yang bersifat subjektif.™

18 Soerjono Soekanto, Op. Cit, him. 35.
9 http://www. Masyarakat Sadar Hukum, diakses, 27 Februari 2016.

23
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e. Faktor kebudayaan
Yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada

e
';‘
%
7\
s
<”1

.!

-8

jenis pelanggaran hukum dan berbagai jenis gangguan yang dapat meresahkan
masyarakat.

Membahas implementasi hukum tidak hanya tentang bagaimana
membuat undang-undang yang sebenarnya, tetapi juga tentang apa yang
dilakukan oleh otoritas otoritas hukum dalam mengharapkan dan mengatasi
masalah dalam persyaratan hukum. Akibatnya, dalam menangani persoalan-

persoalan dalam tuntutan hukum yang terjadi di mata masyarakat, cenderung

24
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dilakukan secara punitif (hukum pidana) dan non-pemasyarakatan (tanpa

menggunakan hukum pidana). Yaitu dikenal sebagai:

a. Upaya Non Penal (Preventif)

penanggulangan _se penal ini lebih

: “ thaﬁ“‘ .@ ejahatan dan

akan salah satu upaya penegakan hukum
atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum
yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya
kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana
yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan

lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari

25
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.20

politik kriminal.”” Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha

untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana

yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.*

iy disay yejepe il udwnyo(]

penegak hukum kepolisan Ne publik Indonesia yang kedudukannya

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

berada di Kec. Tambang.

20 sydarto, Op., Cit., him. 113.
2! Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op., Cit., him.14-15.
22 Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2016, him.39
22 \W. J. Poerwagamminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.
98.
2 pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Deskriptif analisi yaitu

ikan atau memberi

Dalam hal ini Penulis mengambil lokasi penelitian tersebut diatas yaitu
karena tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak
dilokasi penelitian tersebut, selain dari data yang di peroleh penulis dari
Kepolisian Sektor Tambang masi banyak anak-anak di wilayah hukum

tersebut cenderung memiliki sepeda motor pribadi dalam melakukan

%% Sugiyono, Metode PenelitianKuantitatif Kualitatif, Alfabeta, 2010. Hal.29.

27
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aktivitas sehari-hari dan menggunakan sepeda motor pribadi sebagai alat

transportasi.

dilakukan dengan terlebih dahulu untuk menentukan kriteria tertentu

oleh peneliti.

26 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, HIm. 44.
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Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

Jumlah Jumlah

Jenis Populasi Populasi Sampel

3

% =

mengenai hal-

lalu lintas di

disamping buku-buku juga at berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal
surat kabar, makalah seminar dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

29
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a. Wawancara

Wawancara / Interview vyaitu dengan mengumpulkan beberapa

pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian

iteliti, dengan

pat lain yang

dituangkan pada hasil penelitian ini. Maka dari pembahasan tersebut, akan
ditarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisa dan permasalahan
yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus

berdasarkan teori yang ada.

2" Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2010,
him. 138.

30



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB |1
TINJAUAN UMUM

etsdelicten),

ukum harus

diri, khususnya

maor 22 Tahun 2009

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu

Lintas Jalan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
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“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang

Lalu Lintas Jalan”.

tangan dengan
paik yang dapat

sesuai dengan

pelanggaran (overtredinge ang salah perbuatan itu sendiri dalam
KUHP diatur dalam Buku Il, khusus tentang Tindak Pidana. Sementara
itu, pelanggaran diarahkan pada Buku I11, khususnya Pelanggaran. Dalam
hukum pidana terdapat dua perspektif mengenai model kesalahan dan
pelanggaran, yaitu subjektif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa

suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-
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undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan

bersifat recht delicten yang berarti suatu yang dipandang sebagai

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan

kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran
adalah perbuatan (perkara) melangar tindak pidana yang lebih ringan dari
pada kejahatan.”® Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar

suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal

% Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002,
hal.40
# poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 2002, hal.67
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pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenal hukuman yang

sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Apabila pernyataan tersebut di atas dihubungkan dengan

K lain dari pada

g Poernomo,*

Angkutan Jalan melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai
peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional
sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya
di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh

undang-undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan

% Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama, 2003,
hal.33.
#! Bambang Poernomo, Op.cit, hal.40.
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jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal

angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan

kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta

anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun yaitu tidak memiliki Surat
I1zin Mengemudi

Undang-Undang ini secara tegas mengatur tentang pengemudi
yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1)
setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib

memiliki surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan
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bermotor yang dikemudikan. SIM merupakan bukti registrasi dan

identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah

memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami

s

2 adalah SIM

2rmotor umum.

L E UL

penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang
diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

c. Surat Izin Mengemudi B Il berlaku untuk mengemudikan kendaraan
alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan

menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat

36



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari
1.000 (seribu) kilogram;

d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda

ana dimaksud

ersyaratan usia,

2) Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan

3) Usia 21 tahun untuk Surat 1zin Mengemudi B I1.

c. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
2) Pengisian formulir permohonan; dan

3) Rumusan sidik jari.
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d. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan

2) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

lingkup hukum pidana. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu
lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”.
Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas
penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat,
mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana

tercantum dalam aturan pelanggaran lalu lintas. Pihak peniyidik berhak
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menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan

=N

7
o
&
o
v
bk

8

kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan
akibat-akibat diantaranya adalah:

a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.

d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
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e. Menimbulkan polusi.

f. Berkaitan dengan kejahatan.

2. Pengertian A

tersebut terdiri dari beb araturan yang berlaku di Indonesia,

diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

%2 Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional
Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, him.1.
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yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan

dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah

mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian

dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan
nantinya.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan
menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak (berumur 0-12
tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur

21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat
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yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat

tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai

berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai

Anak pengertian dalam Pasal 1 butir ke 2 yaitu: “Perlindungan anak
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam undang-undang ini

%% Gatot Supramono, Hukum Acara Peradilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 2-3.
* Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka
Mandiri, Jakarta, him. 4.
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pula diatur pula dalam Pasal 1 butir 12, yaitu: “ Hak anak adalah bagian
dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Undang-Undang ahun 1974 tentang Kesejahteraan

Anak, mendefenisikan anak berusia 21 tahun dan belum pemah menikah.
Dalam undang-undang ini bermakna bahwa mereka yang berusia dibawah
21 tahun ataupun belum pernah menikah masuk dalam kategori anak-
anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

mendefenisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah
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berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pemah

kawin.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksud dengan anak adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun.

Beberapa definisi yang terkandung dalam ketentuan perundang-

undangan yang ada memiliki keragaman makna dalam mendifinisikan
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anak, patokan yang lazim digunakan adalah rentang usia anak. Sebagian

besar menyebutkan bahwa definisi anak adalah mereka yang berusia

dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Jika merujuk pada undang-

Soetodjo yang mendefinisikan juvenile deliquency merujuk pada 18 tahun
dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma
yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak

yang bersangkutan.*

* Setiady, Tholib. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung, Alfabeta, 2010,
hal. 176.

* Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi, Bandung, Refika
Aditama, 2013, hal.11.
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Apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung

Republik Indonesia Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan

bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana

Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan
kejahatan hal tersebut terlalu berlebihan, karena pada dasarnya anak-anak
memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis

menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang

% Tolib Setiady. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2010,
hal. 176.

* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana 2013,Surabaya. Kesindo Utama. Hal.23.
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cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat

dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan

akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum

pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini.
b. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa

memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu

¥ \Wagiati Soetedjo. 2010.Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi. Bandung: Refika
Aditama.Hal. 87.

0 Marlina. 2009.Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. “Pengembangan Konsep Diversi
dan Restorative Justice”.Bandung. PT. Refika Aditama.Hal. 69.
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aturan undang-undang, maka ditanyakan lebih lanjut, apakah terdakwa

dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.*

Mengutip pendapat Marlina yang menyatakan bahwa dengan

Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum menunjukan adanya kecenderungan bersifat merugikan
perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat

merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana

! Ibid

*2 1bid

* Setya Wahyudi. 2012.Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan
Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing.Hal. 53.
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anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang
berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam

proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional

de inilah yang
hukum dapat

egakan hukum dan

kaidah tersebut kemudian doman atau patokan bagi perilaku atau
tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak
itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian.

* Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung,
1986, him. 15.
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Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada

ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku. Gangguan

tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang

mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu,
dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum yang terjadi
dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non

penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

*% Soerjono Soekanto, Pengantas Penelitian Hukum, Ul-Perss, Jakarta, 2012, him. 5.
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a. Upaya Non Penal (Preventif)
Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih

menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan

engan Sarana
alitas.

iminal dengan

persama dalam

ruh baik dalam

.‘1“ ara egak hukum yang lebih
menitikberatkan pa . c n setelah terjadinya kejahatan yang
dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan
ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan
dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.*®

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi

*® Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, him. 113.
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kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk

memenubhi rasa keadilan dan daya guna.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum

aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan.
Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta
menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang
telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas
ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai

keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
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3) Tahap Eksekusi
Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh

aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana

dang-undangan yang

“\“‘ ‘ .@#‘ apan pidana
@ﬂqgﬁsml&wwmmy - iki

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
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rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*’

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor

EA\{*

o
o
o
g

ukin

&
&

pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor
tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh
yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Undang-undang

*" Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2000, him. 9.
“® Ibid.
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Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang

berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai
dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan
mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu

menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh

9 Ibid.
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mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan
peranan yang seharusnya dari golngan sasaran atau penegak hukum,

Halangan-halangan tersebut, adalah: Keterbatasan kemampuan untuk

pendiriannya;

5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan
suatu urutan;

6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya;

7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib;
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8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam
meningkatkan kesejahteraan umat manusia;

9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri

il atas dasar

1 tidak mungkin

atau fasilitas

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari
sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum
tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar
untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan

petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu

57



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan
dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

an/inovatisme.

kum adat adalah

Hukum tidak bisa tegak denga dirinya, artinya ia tidak mampu untuk
mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum
dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu,

misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk

memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana
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kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.>
Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena
penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia
maka perlu.diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang
terdapat. di luar seseorangTitu: 'Seseorang dalam tingkah lakunya di
masyarakat akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut. Jadi
sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas,
melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan
tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan
dan respon dari lingkungannya.> Menyadarkan akal kepada suatu pemikiran
bahwa “Kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Swt” akan melahirkan
sikap objektifn dan toleran terhadap pemikiran dan ide-ide yang diajukan
orang lain. Maka terhimpunlah suatu wacana pemikiran yang lebih cerdas,
terbuka dan lebih objektif demi menemukan kebenaran yang hakiki.>

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana
dikarenakan dirinya sendiri_dan konsep int yang dianut oleh aliran teori
pemidanaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan
perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar
dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau

teori tujuan.

0 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar
Baru, Bandung, 2001, him. 11.

*! Ibid, him.12.

52 Syahrul Akmal Latif. Alfin, Sosiologi Berfikir Qur’ani dan Revoludi Mental, PT. Elex
Media Komputindo-Jakarta, 2017, Hal. 154
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Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum

pidana (sanksi) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia

itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan

seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin
dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan

ketakutan orang pada pidana.

%% Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 67

% Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditia Bakti, Bandung,
2008, him. 50-51.
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Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana
yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena

tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana.

b. s 3 an R 0 juga takan bahwa

urat. Hukum

T

AL T Y

umum (general prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral
(reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif
(Strengthening the colective solidarity), menegaskan
kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of the

public feeling of security), mengurangi/meredakan ketakutan (alleviation
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of fears), melepaskan ketegangan agresif (release of aggressive tensions)
dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan

i-efektif atau

ana saja orang-

SN AUNAAES

205 ey

malah semakin

ata menanggulangi

Q‘ al_tersebut wajar karena

.e ant i juga sebagai

permasalahan sosia . ng mempengaruhi terjadinya

kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab
yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka
wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk
menanggulanginya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan

penanggulangan satu gejala (“kurieren am symptom”) dan bukan
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penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan
hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari

hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat

<
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o

o,
[
=
[0}
g
Z
I
=3

AL LN
5

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :
lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di
luar hukum pidana) dimana point b dan ¢ masuk/dikelompokkan pada upaya

57
l.

non penal.”” Upaya penanggulangan dengan “penal” lebih menitik beratkan

pidana sifat “refressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah

%5 Ibid, him. 72.
% 1bid, him. 42.
5 Ibid.
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kejahatan terjadi.®® Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana)

ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak

pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si

integral tidak

hukum pada

merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan

diancam pidana bagi yang melanggar.”® Menurut Sudarto dalam

%% Ipid, hlm. 12.

%9 Ibid, him. 29.

% Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan,
Jakarta, 2004, him. 30.

®! Ipid., him. 37.
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menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:*?

1) Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan

. Iy = »”
2) Perbua ang diusahake k ,ﬁ!’ dengan hukum
i n perbuatan yang_ic i

selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus
dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan

penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip

%2 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 30-31.
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pembatas” (the limiting principles) yang sepatutnya mendapat perhatian

antara lain:®3

a) Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;

mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (the
treatment of effenders) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide

individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada

%% Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him.78.
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perbaikan si pembuat (yaitu tujuan regabilitasi, rekomendasi, reeduksi,

resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).®*

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih

The Treatment Of Offenders, salah satu hasil kongres tersebut

menyebutkan:®®
a) Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian

kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang;

® Ibid., him. 76.
% Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 42-54
% Ipid., him. 43.
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b) Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada

penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan

kejahatan;

gjahatan diban ah ketimpangan
N RGO A % s
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penal.

. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan agent of change, penegak hukum lalu

lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto, Polisi

7 Ibid.
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lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang

berasal dari :%

1. Data pribadinya (Raw-Input)

or, penyidikan
na memelihara
ayanan  kepada

meningkatkan

pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan
pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu

lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

% Alamsyah, Tinjauan Kriminologi Pelangaran Lalu Lintas, Jurnal Ilmu Hukum Legal

Opinion, Edisi I, Volume I, tahun 2003 hal. 4
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Selanjutnya, tugas dan fungsi Polri tersebut diatur di Pasal 12

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan meliputi 9 (sembilan) hal yakni :

an penanganan

tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas,
berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan
fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum
maupun pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

dan pencegahan kejahatan secara terpadu.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri tersebut dalam hal

penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan

kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan

bermotor di

atau insidental

fungsi kepolisian dalam bentu satuan tugas. Hal ini dilakukan berdasarkan
pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan
bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan

persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan
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pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan

angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan barang.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak

terjamin

ketentra

potensi

menangg

meresahka

Inteligensia adala erdasan seseorang. Kecerdasan manusia
bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba, dan dengan sendirinya. Banyak
elemen yang mempengaruhinya sejalan dengan kehidupan manusia itu
sendiri. Elemen yang paling dominan untuk mempengaruhi kecerdasan

manusia antara lain : (1) llmu Pengetahuan, (2) Budaya, dan (3)
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Spiritualitas.®® Dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh
anak faktor intelegensia ini merupakan salah satu faktor pendukung.
Dimana peran keluarga sangat diperlukan untuk megnatasi hal ini
karena seorang anak masih membutuhkan pengawasan dari orang tua.
Dilihat dari sisi emosional anak masih belum cukup mengerti aturan
dan akibat berlalu lintas'sehingga sanak selalu ingin mencoba, dan
anak  tersebut™ Dberani membawa kendaraan di jalan. Dari segi
pengetahuan anak juga belum tahu bahayanya berlalu lintas jika tidak
sesual dengan aturan yang ada padahal jika dilihat dari postur tubuh anak
sudah pasti kurang dari postur tubuh orang dewasa pada umumnya
sehingga pada saat menaiki sepeda motor kaki anak- kurang mencapai
tanah (jinjit) Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Katim Polisi
Lalu Lintas Polsek ;fambang bapak Bripka Joko Suwsilo dan hasil data
olahan penulis terjadi laka lantas yaitu kasus yang terjadi Pada tanggal 25
Maret 2021 terjadi laka lantas di jalan raya Pekanbaru-Bangkinang
tepatnya di KM.28 Desa Sungai Pinang Keecamatan Tambang, laka lantas
bermula terjadi karena kelalaian seerang anak Laki-laki inisal Al berusia
12 Tahun yang mengendarai sepeda motor Scoopy yang tidak memakai
helm dan dilihat dari postur tubuh anak tersebut belum memiliki standar
sebagai pengendara sepeda motor sehingga saat memasuki jalan raya
karena kaki anak tersebut tidak mencapai pijakan tanah sebagai mana

mestinya mengakibatkan anak tersebut jatuh dengan posisi kepala berada

% Syahrul Akmal Latif. Alfin, Sosiologi Berfikir Qur’ani dan Revoludi Mental, PT.
Elex Media Komputindo-Jakarta, 2017, Hal. 143.
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di jalan aspal, dan pada saat yang sama Mitsubishi Cold Diesel BM 8232
FO yang di kemudikan oleh M Syafran Gultom yang bergerak dari arah

Bangkinang menuju Pekanbaru, akibatnya anak inisial Al mengalami luka

nggaran lalu
yang akan
5 terhadap 8

Lintas Sektor

a hal ini bisa menjadi
kendaraan bermotor yang

sebenarnya belum dibolehkan.

. Faktor Orang tua

Pengawasan orang tua sangatlah penting bagi tumbuh kembangnya
anak, karena seorang anak masih dalam proses mencari jati dirinya.

Seorang anak dianggap belum tahu apa yang baik dan apa yang buruk
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untuk dirinya, oleh sebab itu orang tua wajib mengawasi anak-anak
mereka dalam berprilaku, bermain dan dalam berteman.

Orang tua sibuk dengan aktivitas yang dilakukaknnya dan tidak

orang tua

o] *u eminjamkan

LA LY

erdekat  untuk

mendapatkan

tasnacy

membelikan sepeda motor atau meminjamkan sepeda motor untuk
dikendarai oleh anaknya. Berikut Pertanyaan Wawancara penulis dengan
Orang tua Anak yang melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah
Kepolisian Sektor Tambang:

“Apakah Ibu/Bapak memberikan izin kepada anak ibu/bapak utnuk
mengendarai sepeda motor dalam beraktifitas sehari-hari?”
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Bahwa berdasarkan pertanyaan wawancara tersebut, semua
orang tua yang penulis wawancara sesuai dengan Sampel pada tabel 1.2

menjawab “memberikan izin”, dalam hal ini tidak satupun orang tua yang

A

darai  sepeda motor maka

<&

cukup kerap mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan di jalan raya.
Sebagai contoh kasus olahan data 2021 seorang anak yang

merupakan siswa SMA | Tambang mengendarai sepeda motor dilajan raya

Pekanbaru-Bangkinang secaara ugal-ugalan dengan mengangkat ban

depan motor (Standing) dan hal tersebut disaksikan langsung oleh

" Wawancara dengan Bapak Iptu Mardani Tohenes Lesa, S.Pl., SH., MH Kapolsek
tambang, Kepala Kepolisian Sektor Tambang, hari Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek
Tambang.
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Kapolsek tambang bapak Iptu Mardani Tohenes Lesa, S.Pl., SH., MH,
langsung mengambil tindakan memberhentikan sepeda motor yang
dikendarai anak tersebut serta menyita kunci dan menitipkan kendaraan
sepeda motor pada warung. setempat,.serta meminta.anak untuk mengajak
orang tuanya bersama-sama datang ke polsek tambang, namun anak dan
orang tua tersebut tidak.datang ke-Polsek Tambang akan tetapi orang tua
anak membawa pulang kendaraan yang dititipkan menggunakan kunci
ganda tanpa mengkonfirmasi kepada pihak Polsek Tambang, atas kejadian
tersebut. Bapak Iptu Mardani Tohenes Lesa, S.Pl., SH., MH selaku
Kapolsek Tambang dan Bripka Joko Susilo mendatangi sekolah anak yang
bersangkutan yaitu SMA | Tambang dan menemui kepala Sekolah Serta
meminta Kepala sekolah mengundang orang tua anak tersebut, pada saat
itu kapolsek beserta Katim Polantas menasehati dan memberi tahu bahwa
orang tua harus berperan penting dan bertanggung jawab dalam
pengawasan anak mereka terutama anak yang belum berumur 17 tahun
tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.™

Dari hal tersebut terlihat bahwa keluarga memiliki arti yang
sangat penting. Pelajar berpotensi untuk melakukan pelanggaran lalu
lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini

dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu

™ Wawancara dengan Bapak Bripka Joko Susilo, ketua Tim Polantas Polsek tambang, , hari
Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek Tambang.
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mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini namun
tidak memberi pengawasan yang Kketat terhadap anak untuk tidak

membawa kendaraan bermotor, terlebih lagi orang tua yang dengan

k mengendrali
rang tua tidak
an anak sebagai
awah umur masih
keluarga yang

a, karena dengan

dan menfasilitasi, maka anak tidak mungkin membawa kendaraan dan

melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para
anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap

pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan
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tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara

tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan

disekolah- sekolah.
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iswa SMA Negeri | Tambang
dan 3 anak merupakan siswa SMP Negeri | Tambang, penulis
menanyakan, yaitu:

“Apakah pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah atau guru
melarang siswa/i yang belum memiliki surat izin untuk tidak membawa
kendaraan kesekolah?”

Dari hasil wawancara tersebut anak selaku siswa/i mengatakan

bahwa mereka sama sekali tidak dilarang oleh pihak sekolah untuk
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membawa kendaraan bermotor ke sekolah, oleh karena itu mereka
pun membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan diantara mereka

tidak satupun yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kerena mereka

VAN
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berbagai

menekan

formal. Anak menjadi delikuen sebagi akibat dari transformasi
psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan
memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin
intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula

proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar

pula kemungkinan anak tadi benar- benar menjadi nakal. Adapun hasil
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wawancara penulis terhadap 8 (delapan) anak di Wilayah Kepolisian
Sektor Tambanng diantarannya mampu mengendarai  kendaraan

bermotor karena pengaruh dari teman-temannya, hal ini berarti

ajakan teman

dalam suatu

QRALNANAEYS

‘w“éx‘
H]
]
s

kelompok itu, dia

gaya mereka. Jadi

dapat terjerumus kedalam perbuatan nista. Tentu pada mulanya ia
menolak, mungkin ia merasa malu atau takut pada Tuhan dan macam-
macam perasaan lainnya. Tetapi lama kelamaan dia melakukannya
karena didorong oleh teman- temannya. Pengalaman ini menimbulkan
keinginan untuk mengulangi dilain kesempatan. Hal ini terbukti dari

hasil wawancara penulis dengan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu
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lintas, yaitu dari 8 (delapan) anak ada 2 (dua) diantaramya pernah menjadi
pelaku balap liar dan tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara.

“Apakah saudara pernah melakukan balap liar? Dilakukan atas
keinginan sendiri.a ? Dan apa yang membuat

teman sebaya.
It dapat berupa

eniru  (imitasi)

memegang peran penting bagi tinggi rendahnya kecenderungan
kenakalan anak, yang dalam tahapan selanjutnya dapat menjadi aksi
nyata berupa perilaku nakal yang merugikan lingkungan dan dapat
dikenai sanksi pidana. Dengan Kkata lain, jika anak melihat bahwa

kelompok teman sebayanya adalah media yang tepat untuk

2 Wawancara dengan Asramadani, siswa kelas X SMAN | Tambang, , hari Sabtu 19

November 2021, Bertempat di Desa Sungai Pinang Kec. Tambang.

83



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

menyalurkan keinginan negatif atau tujuan-tujuan negatif lainnya,

maka tinggi pulalah kecenderungan anak untuk berperilaku nakal

dalam hal ini anak menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas.

ndang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13 yang berisi tugas
pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

b. Menegakkan hukum,

"® Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 67.
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c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

pesat, dimana dalam hal ini perkembangan teknologi dibidang transportasi
khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan lingkungan juga
merupakan peranan besar dalam menentukan tingkah laku pada anak,
yang dimana sekarang banyak anak-anak yang membawa sepeda motor di

jalan raya secara bebas tanpa ada arahan dari pihak yang bersangkutan.

™ Ppenjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik
Indonesia, Citra Umbara, Bandung, 2012, him. 34.
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Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke
waktu, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut

dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk

i dalam Kitab
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kegiatan dalam pe antul encegah dan meniadakan

st gl |
segala bentuk gangguan se agar terjamin keamanan, ketertiban,
keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum. Polisi lalu lintas
selaku aparat penegak hukum dijalan raya mempunyai hubungan dengan

masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu

lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering

terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-
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nery we[sy sej

larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Dengan
demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah

perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan

peraturan p gkutan jalan dan atau

S Vunmaatt 'o.‘
"
&

SUe

pih dari aparat

s menjadi lebiah

“Ahataaey

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawasi Erief, kebijakan
hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan vyaitu melalui jalur
Nonpenal (Preventive) dengan menitikberatkan pada pencegahan/

penangkalan/ pengendalian sebelum terjadinya kejahatan/pelanggaran,
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sedangkkan penal (Represive) tindakan pemberantasan  setelah

kejahatan/pelangaran terjadi.”

1. Upaya Preventi

yang

4&? g terhadap
“

ﬂ' pengendara

ﬂ lintas yang

AN

o
=
N
N
—
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[
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yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun belum bisa

memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor

tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.
Sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor

Tambang Khususnya Polantas dilakukan dengan cara siaran

"> Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2010, hal.42.
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langsung di salah satu stasiun radio, yaitu stasiun radio Pemerintah

Daerah Kampar (Radio Swara Kampar 103,8 FM) dan juga

menggunakan Toa saat melakukan Patroli.”

--” si anaknya,

SRARAEY
f s

membawa sepeda moto peraktivitas sehari-hari apalagi sampai
menendarai sepeda motor ke jalan raya serta orang tua harus bersikap
tegas kepada anaknya agar mengerti tentang arti dari keselamatan.
Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu

tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam

"® Wawancara dengan Bapak Bripka Joko Susilo, ketua Tim Polantas Polsek tambang, , hari
Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek Tambang
7 B
Ibid
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masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan
terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram maka

aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah

e

g e

bulan sebelum ada ovid-19 namun sejak adanya virus

dilakukan 1 kali dalam 2 (dua)
Covid-19 siswa/i sekolah-sekolah yang berada di Wilayah Sektor
Tambang tidak melakukan tatap muka secara langung di sekolah
namun melakukan belajar mengajar melalui via elektronik seperti
zoom untuk menghindari kerumunan, akan tetapi hal ini tidak

menjadi hambatan karna pihak Polantas yang didampingi oleh

8 1bid
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Kapolsek mengupayakan Penyuluhan ini tercapai dengan meminta

izin kepada Kepala sekolah serta meminta Kepala sekolah juga

menyampaikan kepada siswa/siswi terkait materi Penyuluhan tersebut

mereka bahwa anak-anak belum boleh mengendarai kendaraan
bermotor di jalan raya, dan mengenalkan dampak bahaya terhadap

pengendara motor yang tidak memakai perlengkapan berkendara.

Terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan

diberikan peringatan, dimanna Polisi Satuan Lalu Lintas terlebih

" ibid
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dahulu akan memeriksa semua kelengkapan anak tersebut, misalnya
didapati bahwa kendaraan vyang dikendarai anak tersebut

menggunakan knalpot racing, maka polisi akan memberikan

adanya orang gan melibatkan orang tua

- ; Ues?,
ini sangat penting, ke ada umumnya tidak paham dengan
prosedur tilang. Penilangan ini dilakukan agar memberikan efek jera
kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga anak
tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan dengan cara tilang
anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk

mengendarai kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan belum

tahu akibat jika berlalu lintas tidak sesuai aturan. Fungsi tilang
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tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh
pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna
memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu
lintas sehingga tidak..akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran
tersebut. Karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif.®

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripka Joko
Susilo, terhadap pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) di dominasi
oleh-anak yang belum berusia 17 Tahun.® Selain itu Bripka Joko susilo
menambahkan bahwa selain dari data tilang yang diperoleh Kepolisian
Sektor Tambang masih banya terjadi pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak hal ini terlihat secara kasat mata dari seragam
sekolah dan postur tubuh (kecil) yang termasuk kategori anak dibawah
umur. Artinya dapat_disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang
terjadi di- Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang yang di dominasi
oleh pelaku pelanggaran yang masih anak-anak masi sering terjadi
dan memiliki angka kenaikan yang cukup signifikan dari waktu ke
waktu.

Selain itu dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang
dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Tambang, terdapat beberapa
kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Tambang dalam mencegah dan

menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak seperti :

8 \Wawancara dengan Bapak Dedi Febriali, Anggota Polantas Polantas Polsek tambang,,
hari Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek Tambang.

8 Wawancara dengan Bapak Bripka Joko Susilo, ketua Tim Polantas Polsek tambang, , hari
Sabtu 6 November 2021, Bertempat di Polsek Tambang.
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. Kurangnya Personil

Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas

dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya personil polisi

3 Polantas di Sektor

Yang mana SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas.
Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia
telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang
melakukaan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh polisi

kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan

8 Ibid
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agar polisi membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat
tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan

juga adanya peran dari orang tua yang terkadang membela

an pelanggaran lalu
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dan

orang tua terutama pada anak itu sendiri melalui sekolah tempat anak
tersebut menimba ilmu, sosialisasi diharapkan dapat menyadarkan anak,
orang tua, guru serta masyarakat pada umumnya untuk menanamkaan

pada diri untuk taat dan patuh kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun
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2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menyadari bahayanya
pelanggaran lalu lintas yang akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

2) Upaya Revresive, yaitu upaya yang menitikberatkan penindakan setelah

itu ‘ anak yang melakukan
mﬂ“ .eg . ah disertai

w@_@;smausw

an, dan menjaga

erikan efek jera

terjadinya pela . h ‘ n oleh ak yang membawa sepeda
(LR

motor misalnya ke seke pkan adanya solusi untuk mereka

selaku anak yang membutuhkan kendaraan untuk beraktifitas ke sekolah,

seperti fasilitas kendaraan umum Khusus untuk mnjemput anak-anak

pergi dan pulang sekolah, dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat

dibutuhkan agar meminimalisir anggka pelanggaran lalu lintas yang

dilakukan oleh anak diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Tambang.
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2. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan

pihak sekolah-sekolah serta masyarakat setempat untuk memberikan

sosialisasi dan penyuluhan secara berkala agar anak serta masyarakat
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